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Abstrak: Pendidikan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu komponen penting dalam membentuk generasi 

muda yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan memahami hak-hak dasar setiap individu. Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar menjadi sarana yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan HAM dalam 

kurikulum pendidikan. Studi literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pendidikan HAM melalui 

pembelajaran PKn di sekolah dasar. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur terkait, termasuk dokumen kebijakan, 

kurikulum, buku teks, dan penelitian empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan HAM telah 

terintegrasi dalam kurikulum PKn di sekolah dasar, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti 

keterbatasan pengetahuan guru, kurangnya sumber daya, dan metode pembelajaran yang kurang efektif. Studi ini 

merekomendasikan peningkatan pelatihan guru, pengembangan bahan ajar yang kontekstual, dan penerapan metode 

pembelajaran yang partisipatif untuk meningkatkan implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar.  

Kata Kunci: Pendidikan Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar, Kurikulum, Implementasi  

 

Abstract: Human rights (HAM) education is an important component in forming a 

young generation that respects human values and understands the basic rights of every 

individual. Citizenship Education (PKn) in elementary schools is an appropriate means 

for integrating human rights education into the education curriculum. This literature 

study aims to explore the implementation of human rights education through Civics 

learning in elementary schools. This research examines various related literature, 

including policy documents, curricula, textbooks, and relevant empirical research. The 

research results show that human rights education has been integrated into the Civics 

curriculum in elementary schools, but its implementation still faces challenges, such as 

limited teacher knowledge, lack of resources, and less effective learning methods. This 

study recommends increasing teacher training, developing contextual teaching materials, 

and implementing participatory learning methods to improve the implementation of 

human rights education in elementary schools.  
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Pendahuluan 

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap 

manusia sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus 

dihormati tanpa memandang perbedaan ras, etnis, agama, jenis kelamin, usia, atau status 

sosial lainnya. Penghormatan terhadap HAM menjadi fondasi utama dalam menciptakan 

masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Namun, sejarah kemanusiaan telah 

membuktikan bahwa pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi di berbagai belahan 

dunia. Konflik berkepanjangan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan masih menjadi 

ancaman nyata bagi perwujudan HAM secara universal. Oleh karena itu, upaya-upaya 

untuk mempromosikan dan melindungi HAM menjadi sangat penting dan mendesak (Ali, 

2023; Cavalcanti, 2020; Mangal, 2022; Mlinar, 2023; Tabak, 2022). 

Salah satu cara yang paling efektif untuk mempromosikan penghormatan terhadap 

HAM adalah melalui pendidikan (Lowenthal, 2020; Mappong, 2023; Nava-Preciado, 2019). 

Pendidikan HAM bertujuan untuk menanamkan pemahaman, penghargaan, dan 

keterampilan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia (Abazi-Morina, 

2023; Carvalho, 2019). Pendidikan ini bukan hanya menyampaikan pengetahuan tentang 

HAM, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai 

kemanusiaan. 

Pendidikan HAM menjadi sangat penting untuk diberikan sejak usia dini, di mana 

anak-anak masih dalam proses pembentukan karakter dan pemahaman tentang dunia 

sekitarnya (Quennerstedt, 2022; Struthers, 2019; Weishut, 2021). Dengan menanamkan 

pemahaman tentang HAM sejak dini, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang 

menghargai martabat manusia dan mempromosikan perdamaian serta keadilan (Ayalew, 

2023). 

Pada negara Indonesia, pendidikan HAM telah diintegrasikan ke dalam kurikulum 

pendidikan nasional, termasuk dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

di sekolah dasar. PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga 

negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan 

UUD 1945. 

Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diharapkan dapat memahami hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara, menghargai keberagaman, dan menerapkan perilaku 

anti-diskriminasi. Integrasi pendidikan HAM dalam PKn menjadi sangat relevan dan 

penting, karena mata pelajaran ini membahas konsep-konsep kewarganegaraan, 

demokrasi, dan nilai-nilai kebangsaan yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap 

HAM. Namun, implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar 

masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan yang sering 

dihadapi antara lain keterbatasan pengetahuan dan kompetensi guru dalam 

mengintegrasikan pendidikan HAM, kurangnya sumber daya dan bahan ajar yang spesifik, 

serta metode pembelajaran yang kurang efektif. 

Keterbatasan pengetahuan dan kompetensi guru menjadi salah satu tantangan utama. 

Banyak guru yang memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep dan prinsip-
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prinsip HAM, sehingga sulit untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran secara 

efektif. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan HAM yang diterima oleh peserta 

didik. Selain itu, kurangnya sumber daya dan bahan ajar yang spesifik tentang HAM juga 

menjadi kendala dalam menyampaikan materi secara komprehensif dan kontekstual. Buku 

teks yang ada seringkali hanya membahas HAM secara umum dan kurang memberikan 

contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik. 

Metode pembelajaran yang kurang efektif juga menjadi tantangan dalam 

implementasi pendidikan HAM. Masih banyak guru yang menggunakan metode 

pembelajaran yang konvensional dan kurang melibatkan partisipasi aktif peserta didik. 

Padahal, pembelajaran HAM seharusnya bersifat partisipatif, transformatif, dan 

menggunakan pendekatan yang kontekstual agar lebih bermakna bagi peserta didik. 

Kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah juga turut menjadi kendala dalam 

implementasi pendidikan HAM. Dukungan dari seluruh elemen sekolah, seperti kepala 

sekolah, guru, staf, dan orang tua, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

sekolah. 

Selain itu, minimnya pengawasan dan evaluasi yang sistematis terhadap 

implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar menyebabkan 

sulit untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Evaluasi yang 

berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan HAM dapat 

tercapai dengan baik. Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya kolaborasi dengan 

pemangku kepentingan. Implementasi pendidikan HAM membutuhkan kolaborasi yang 

erat dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-

pemerintah, komunitas masyarakat, dan lembaga pendidikan tinggi. Kolaborasi ini dapat 

membantu dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, pelatihan guru, dan kegiatan-

kegiatan yang melibatkan peserta didik dan masyarakat. 

Mengingat pentingnya pendidikan HAM bagi generasi muda, maka upaya-upaya 

untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam implementasinya di sekolah dasar 

menjadi sangat penting. Pendidikan HAM yang efektif dapat memberikan bekal kepada 

peserta didik untuk memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia, serta memiliki 

keterampilan untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan memahami HAM sejak dini, peserta didik dapat tumbuh 

menjadi individu yang bertanggung jawab, toleran, dan menghargai keberagaman. Mereka 

akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan 

penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini akan berkontribusi dalam menciptakan 

masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan bermartabat. Selain itu, pendidikan HAM juga 

dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan 

masalah, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Keterampilan ini sangat 

penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti isu-isu 

lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan struktural. 
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Melalui pendidikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai HAM, 

peserta didik juga dapat menghargai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang 

sosial yang ada di masyarakat. Mereka akan memahami bahwa perbedaan adalah sebuah 

kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Pendidikan 

HAM juga berperan dalam membangun budaya perdamaian dan resolusi konflik secara 

damai. Dengan memahami prinsip-prinsip HAM, peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan untuk mengelola konflik dengan cara-cara yang konstruktif dan menghindari 

kekerasan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pendidikan HAM 

melalui pembelajaran PKn di sekolah dasar. Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk: 

Mengidentifikasi integrasi pendidikan HAM dalam kurikulum PKn di sekolah dasar. 

Menganalisis metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan 

pendidikan HAM melalui PKn di sekolah dasar. Mengkaji tantangan dan hambatan yang 

dihadapi dalam implementasi pendidikan HAM melalui pembelajaran PKn di sekolah 

dasar. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi pendidikan HAM 

dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan 

menganalisis berbagai sumber literatur terkait dengan implementasi pendidikan HAM 

dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar. Sumber literatur yang digunakan meliputi 

dokumen kebijakan, kurikulum, buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-

sumber lain yang relevan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang 

bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Kemendikbud, 2013). PKn mengajarkan 

konsep-konsep kewarganegaraan, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-

nilai kebangsaan. Pendidikan HAM merupakan upaya sistematis untuk menanamkan 

pemahaman, penghargaan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

universal dan tidak dapat dicabut (Bajaj, 2011). Pendidikan HAM bertujuan untuk 

memberdayakan individu agar mampu menghargai martabat setiap manusia, 

menghormati perbedaan, dan melindungi hak-hak dasar individu maupun kelompok 

(Osler & Starkey, 2010). 

Pendidikan hak asasi manusia (HAM) memegang peranan krusial dalam membentuk 

karakter dasar peserta didik untuk memahami dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan 

serta hak-hak fundamental setiap individu. Menurut Tibbitts (2019), pendidikan HAM 

tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan tentang HAM, tetapi juga 

mengembangkan sikap, keterampilan, dan perilaku yang selaras dengan prinsip-prinsip 

HAM. Dengan demikian, pendidikan HAM berkontribusi dalam menciptakan masyarakat 
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yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat. Pentingnya mengintegrasikan pendidikan HAM 

sejak usia dini juga ditekankan oleh Gerber (2020), yang menyatakan bahwa anak-anak 

memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep HAM dan mengembangkan 

kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan. Dengan menanamkan pemahaman tentang 

HAM sejak dini, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang menghargai martabat 

manusia, mempromosikan perdamaian, dan melawan segala bentuk diskriminasi serta 

ketidakadilan. 

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai HAM memiliki beberapa 

tujuan utama, antara lain: Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip 

HAM, Mengembangkan sikap dan perilaku yang menghormati HAM, Memberikan 

keterampilan untuk mengupayakan perlindungan dan penegakan HAM, Mempromosikan 

toleransi, non-diskriminasi, dan kesetaraan, Membangun budaya perdamaian dan resolusi 

konflik secara damai. 

Integrasi Pendidikan HAM dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar menjadi sarana yang tepat untuk 

mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kurikulum pendidikan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Gollob dan Krapf (2018), PKn memiliki peran penting dalam membentuk 

warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan menghargai nilai-nilai demokrasi serta 

HAM. Mata pelajaran ini membahas konsep-konsep kewarganegaraan, demokrasi, hak dan 

kewajiban warga negara, yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap HAM. Di 

Indonesia, melalui kurikulum merdeka pembelajaran PKn di sekolah dasar telah 

mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi 

pembelajaran. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai 

tantangan dan hambatan, seperti yang diungkapkan oleh Wahyudin (2021). Tantangan-

tantangan tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan dan kompetensi guru, kurangnya 

sumber daya dan bahan ajar yang spesifik, serta metode pembelajaran yang kurang efektif.  

Strategi dan Metode Pembelajaran Pendidikan HAM dalam PKn untuk 

mengimplementasikan pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar secara 

efektif, diperlukan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik. Menurut Mihr dan Schmitz (2020), pendidikan HAM harus diajarkan dengan 

pendekatan yang partisipatif, transformatif, dan kontekstual agar lebih bermakna bagi 

peserta didik. Pembelajaran Kontekstual: Mengaitkan materi HAM dengan situasi nyata 

dan pengalaman hidup peserta didik, sehingga lebih bermakna dan mudah dipahami, 

Diskusi dan Debat dengan memfasilitasi diskusi dan debat terkait isu-isu HAM untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis peserta didik,  Simulasi dan 

Permainan Peran: Menggunakan simulasi dan permainan peran untuk membantu peserta 

didik memahami konsep-konsep HAM secara lebih konkret dan mengembangkan empati, 

pembelajaran Berbasis Proyek: Melibatkan peserta didik dalam proyek-proyek nyata yang 

terkait dengan penegakan HAM, seperti kampanye anti-bullying atau kegiatan sosial 

kemasyarakatan, Studi Kasus yaitu  Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan 

mendiskusikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. 
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Upaya-upaya untuk Meningkatkan Implementasi Pendidikan HAM. Untuk 

meningkatkan implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar, 

diperlukan upaya-upaya sistematis dari berbagai pihak. Sebagaimana direkomendasikan 

oleh Cardenas (2018), peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan 

profesional terkait pendidikan HAM menjadi sangat penting. Guru harus memiliki 

pengetahuan yang mendalam tentang konsep dan prinsip-prinsip HAM serta metode 

pembelajaran yang efektif. Selain itu, pengembangan bahan ajar yang kontekstual dan 

sesuai dengan karakteristik peserta didik juga sangat diperlukan. Menurut Bajaj dan 

Hantzopoulos (2020), bahan ajar yang baik harus mencerminkan keragaman budaya, 

mengangkat isu-isu lokal, dan memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan 

peserta didik. 

Penerapan metode pembelajaran partisipatif juga menjadi faktor kunci dalam 

implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar. Seperti yang diungkapkan oleh Keet 

(2020), pendidikan HAM harus menggunakan metode yang melibatkan peserta didik secara 

aktif, membangun keterampilan berpikir kritis, dan memberikan ruang bagi mereka untuk 

mengeksplorasi isu-isu HAM secara mendalam. Dukungan dari lingkungan sekolah, 

termasuk kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua, juga sangat penting dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai HAM di sekolah. Sekolah dapat 

mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung penghormatan terhadap HAM 

di lingkungan sekolah, seperti yang direkomendasikan oleh Osler dan Solhaug (2018). 

Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi pendidikan 

HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar juga menjadi kunci untuk mengidentifikasi 

masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Menurut Farahati (2021), evaluasi yang 

sistematis dapat membantu mengukur efektivitas program pendidikan HAM dan 

mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Kolaborasi dengan pemangku 

kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas 

masyarakat, dan lembaga pendidikan tinggi, juga dapat memberikan dukungan yang 

signifikan dalam implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar. Kolaborasi ini dapat 

mencakup pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, dan kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan peserta didik dan masyarakat, seperti yang disarankan oleh Reardon (2019). 

Keterbatasan Pengetahuan dan Kompetensi Guru banyak guru yang memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai konsep dan prinsip-prinsip HAM, 

sehingga sulit untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran secara efektif. Kurangnya 

Sumber Daya dan Bahan Ajar Terbatasnya bahan ajar dan sumber daya pembelajaran yang 

spesifik tentang HAM menjadi kendala dalam menyampaikan materi secara komprehensif 

dan kontekstual. Metode Pembelajaran yang Kurang Efektif masih banyak guru yang 

menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan kurang melibatkan partisipasi 

aktif peserta didik, sehingga kurang mendukung pembelajaran HAM yang seharusnya 

bersifat partisipatif dan transformatif. Kurangnya Dukungan dari Lingkungan Sekolah 

Implementasi pendidikan HAM membutuhkan dukungan dari seluruh elemen sekolah, 

termasuk kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua. Kurangnya dukungan dari lingkungan 
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sekolah dapat menghambat upaya-upaya untuk mengintegrasikan pendidikan HAM 

dalam pembelajaran. Minimnya Pengawasan dan Evaluasi kurangnya pengawasan dan 

evaluasi yang sistematis terhadap implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran 

PKn di sekolah dasar menyebabkan sulit untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan 

solusi yang tepat.  

Terbatasnya Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan dengan Implementasi 

pendidikan HAM membutuhkan kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku 

kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas 

masyarakat. Namun, kolaborasi ini seringkali terbatas, sehingga menghambat upaya-upaya 

untuk memperkuat implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar. 

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan implementasi pendidikan HAM dalam 

pembelajaran PKn di sekolah dasar dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan demikian, 

generasi muda dapat memperoleh bekal yang kuat dalam memahami dan menghargai hak-

hak asasi manusia, serta memiliki kemampuan untuk melindungi dan mempromosikan 

nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Simpulan 

Pendidikan hak asasi manusia (HAM) merupakan komponen penting dalam 

membentuk generasi muda yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan memahami hak-

hak dasar setiap individu. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar menjadi 

sarana yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kurikulum 

pendidikan. Meskipun pendidikan HAM telah terintegrasi dalam kurikulum PKn di 

sekolah dasar, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan 

pengetahuan guru, kurangnya sumber daya, dan metode pembelajaran yang kurang efektif. 

Untuk meningkatkan implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah 

dasar, diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan 

bahan ajar yang konteks. 
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